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(E) Isi Abstrak
Indonesia adalah negara hukum. Negara berkembang dimana mengikuti
perkembangan teknologi informasi berkembang dengan pesat. Sehingga
negara memiliki daya saing untuk bekerja yang cukup tinggi. Untuk
mengikuti perkembangan zaman, Pemerintah kemudian mengeluarkan
peraturan baru yang mengatur tentang Ketenagakerjaan, yaitu Peraturan
Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing,
yang diikuti dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan
Tenaga Kerja Asing, yang menggantikan peraturan yang lama yaitu
Peraturan Presiden Nomor Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan
Tenaga Kerja Asing dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015. Namun setelah keluarnya
peraturan terbaru yang mengatur mengenai Ketenagakerjaan menimbulkan
adanya pro dan kontra, yaitu adanya pro terhadap peraturan baru ini karena
semenjak adanya peraturan terbaru ini, pihak pengguna tenaga kerja asing
mendapatkan kemudahan alur dalam syarat penggunaan tenaga kerja asing.
Adapun yang kontranya, karena pekerja di Indonesia merasa semenjak
adanya peraturan yang terbaru ini, pihak pekerja Indonesia merasa
kesempatan untuk bekerja mereka berkurang atau semakin sedikit. Sehingga
Penulis menulis permasalahan bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah
dalam hal penggunaan tenaga kerja asing? Penulis menggunakan metode
hukum normatif dan menggunakan data wawancara dan hasil survey
sebagai data pendukung. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu Pemerintah
telah mengambil suatu kebijakan yang sangat membantu untuk kemajuan
perekonomian nasional di negara Kita, hanya saja ada beberapa
permasalahan dalam penegakan peraturannya dalam masyarakat masih
terdapat kekurangan. Maka sebaiknya Pemerintah Daerah dalam hal ini
yaitu Kementerian Ketenagakerjaan dapat lebih tegas dalam peraturan
pelaksanaannya. Agar tercapainya cita-cita negara yang diharapkan.
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